Pembangunan suatu daerah tidak mungkin bisa berjalan optimal tanpa peran serta
dari masyarakatnya. Pembangunan daerah harus dilaksanakan bersama-sama baik itu
pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Pembangunan suatu daerah juga sangat
dipengaruhi oleh besaran penerimaan pendapatan daerahnya. Semakin meningkat
pendapatan suatu daerah akan seiring dengan semakin optimalnya pembangunan suatu

daerah.

Pemerintah Provinsi Banten melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten
dituntut untuk selalu melakukan upaya dan inovasi terkait dengan penerimaan pendapatan
daerah. Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana

Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pemerintah Provinsi Banten, pada Tahun 2019 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
mampu menembus angka 62 % dari seluruh total pendapatan daerah Provinsi Banten. Hal ini
menunjukan bahwa Pemerintah Provinsi Banten mempunyai tingkat kemandirian yang sangat
baik untuk suatu daerah provinsi, karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih besar

dibandingkan dengan dana perimbangan yang bersumber dari pemerintah pusat.

Dari 62 % Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Banten tersebut, sebagian besar
atau hampir 98 % berasal dari pajak daerah. Pajak daerah berdasarkan Undang-undang
Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyatakan, bahwa pajak

daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi adalah terdiri dari 5 (lima) jenis, yaitu:
Pajak kendaraan bermotor (PKB)
Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB)
Pajak air permukaan
Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB)
Pajak rokok.

Saat ini pajak daerah hampir di seluruh daerah provinsi di wilayah indonesia sangat
didominasi oleh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
(BBNKB), termasuk juga di Provinsi Banten. Di wilayah Provinsi Banten saat dengan tahun
2018 ada lebih dari 5 juta unit kendaraan bermotor yang terdaftar diwilayah Provinsi Banten,

namum demikian masih ada sebagian masyarakat yang belum sadar akan kewajibannya



melakukan pembayaran pajak. Dan hal ini tentu sangat membutuhkan sinergi dan dukungan
dari seluruh lapisan baik pemerintah maupun masyarakat, karena pembangunan yang

dilakukan diwilayah Provinsi Banten salah satunya ditopang dari penerimaan pajak daerah.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor
pajak daerah, pemerintah Provinsi Banten melalui badan pendapatan daerah Provinsi Banten
telah melakukan upaya-upaya melalui kegiatan intensifikasi pajak daerah, yang salah satunya

melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan pajak daerah.

Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan pajak daerah ini bertujuan untuk memberikan
pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat diwilayah Provinsi Banten akan pentingnya
melakukan kewajiban pembayaran pajak daerah, yang akan digunakan untuk membiaya
pembangunan diwilayah Provinsi Banten sesuai dengan Visi dan Misi Gubernur Dan Wakil

Gubernur Banten.

Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan pajak daerah ini juga melibatkan unsur
kepolisian daerah, baik POLDA BANTEN maupun POLDA METRO JAYA untuk memberikan
pemahaman kepada masyarakat tertang pengelolaan maupun mekanisme pembayaran pajak
kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang notabene
kedua jenis pajak daerah ini merupakan jenis pajak daerah yang menyumbang hampir 75%

dari total pajak daerah di Provinsi Banten.

Sasaran dari kegiatan sosialisasi dan penyuluhan pajak daerah adalah para aparatur
ditingkat bawah, yaitu desa/keluaran dan kecamatan sebagai ujung tombak pemerintahan
ditingkat bawah, sehingga diharapkan akan mampu menyampaikan kembali informasi yang
telah didapat dari kegiatan sosialisasi dan penyuluhan pajak daerah ini dilingkungan masing-

masing.

Selain aparatur desa/kelurahan dan kecamatan, kegiatan sosialisasi dan penyuluhan
pajak daerah ini juga dilakukan kepada dunia usaha diwilayah Provinsi Banten, dengan
harapan adanya dukungan dari dunia usaha dalam rangka peningkatan penerimaan pajak
daerah, baik itu pajak daerah yang menjadi kewajiban perusahaan maupun pajak daerah yang

menjadi kewajiban para pekerja perusahaan.



Hasil yang diharapkan dari kegiatan sosialisasi dan penyuluhan pajak daerah ini adalah
meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kewajiban melakukan pembayaran
pajak daerah, sehingga berdampak kepada peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dari sektor pajak daerah.

Penyuluhan diartikan sebagai suatu upaya dan proses memberikan informasi
perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap
masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar
terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban

perpajakan.

Penyuluhan Pajak merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membangun kesadaran,
meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai sistem dan
peraturan perpajakan yang berlaku, khususnya mengenai bagaimana caranya menjalankan
kewajiban perpajakan yang sesuai dengan undang-undang, selain itu penyuluhan pajak juga

bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Pemerintah Provinsi Banten dalam melaksanakan pembangunan di wilayah Provinsi
Banten sangat membutuhkan dukungan dan peran serta dari seluruh element masyarakat.
Pembangunan suatu daerah akan berjalan dengan optimal dengan dukungan penerimaan

pendapatan daerah.

Pemerintah Provinsi Banten dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai
dengan Visi dan Misi Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten yaitu “Banten Yang Maju,
Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera Dan Berakhlaqul Karimah” pada tahun 2019 didukung
oleh target penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi Banten sebesar Rp.
11.699.894.624.576,- (Sebelas Trilyun Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Delapan
Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tujuh
Puluh Enam Rupiah) yang terbesar berasal dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar
Rp. 7.206.341.657.655,- (Tujuh Trilyun Dua Ratus Enam Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Satu
Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupiah), Dana
Perimbangan sebesar Rp. 4.481.092.487.000,- (Empat Trilyun Empat Ratus Delapan Puluh
Satu Milyar Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapann Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 12.460.479.921,- (Dua Belas Milyar



Empat Ratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua
Puluh Satu Rupiah).

Pada tahun 2019, dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih didominasi oleh
penerimaan Pajak Daerah yaitu sebesar Rp 7.206.341.657.655,- (Tujuh Trilyun Dua Ratus
Enam Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam
Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) atau 61.59 % dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi
Banten Tahun 2019.

Seiring dengan semakin meningkatnya pembangunan yang dilakukan oleh
Pemerintah Provinsi Banten, penerimaan Pendapatan Daerah dari sektor Pendapatan Asli

Daerah (PAD) khususnya Pajak Daerah juga mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Dengan tujuan meningkatkan jumlah penerimaan Pajak Daerah, Pemerintah Provinsi
Banten melakukan berbagai upaya intensifikasi penerimaan Pajak Daerah. salah satu upaya
intensifikasi ditempuh dengan cara meningkatkan kepatuhan dan kesadaran Masyarakat

untuk memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran Pajak Daerah.

Penerimaan Pendapatan Daerah dari sektor Pajak Daerah sesuai dengan Undang-
undang Nomor 28 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, bahwa Pajak Daerah yang
menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Rokok.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan
Pajak Air Permukaan di wilayah Provinsi Banten dipungut dengan menggunakan sistem
official-assessment atau ditetapkan melalui Kepala Daerah. Sementara untuk Pajak Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Rokok dipunggut dengan sistem self-
assessment, sistem ini mensyaratkan Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan

melaporkan sendiri pajak terutangnya.

Pajak daerah baik yang dilakukan melalui sistem official maupun self-assessment
sangat membutuhkan kesadaran dan peran serta Masyarakat untuk dengan patuh
melaksanakan kewajiban melakukan pembayaran Pajak Daerah. Dengan semakin tingginya

kesadaran Masyarakat untuk tepat waktu membayar Pajak Daerah, maka diharapkan semakin



besar penerimaan Pajak Daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan diwilayah

Provinsi Banten.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Banten melalui Badan Pendapatan Daerah berusaha
untuk meningkatkan peran serta Masyarakat dalam pembangunan di wilayah Provinsi Banten
khususnya dalam hal kepatuhan melakukan pembayaran Pajak Daerah, dilakukan penyuluhan
dan sosialisasi kepada seluruh element masyarakat dalam hal ini kepada masyarakat, aparatur
desa/kelurahan dan kecamatan, dunia usaha, unsur perguruan tinggi maupun sekolah-

sekolah.

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi pajak daerah adalah merupakan
salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah yang menjadi kewenangan
Pemerintah Provinsi Banten khususnya melalui peningkatan kesadaran masyarakat dalam
melakukan kewajibannya membayar Pajak Daerah ke seluruh Unit Pelaksana Teknis Daerah
(UPTD) Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Bapenda Provinsi Banten, dengan fokus target
mengurangi data tunggakan pajak dari daerah/masyarakat yang banyak tunggakan pajak nya,

maka dilakukanlah penyuluhan dan sosialisasi pajak di daerah tersebut.

Berikut layanan penyuluhan dan sosialisasi pajak dari induk Bapenda Provinsi Banten
yang telah dilakukan sepanjang tahun 2019, yang tersebar di seluruh Kabupaten Kota se-

Provinsi Banten.

1. UPTD PPD BALARAJA




2. UPTD PPD RANGKASBITUNG

3. UPTD PPD CILEGON

4. UPTD PPD CIKOKOL




5. UPTD PPD CILEDUG

6. UPTD PPD SERPONG

7. UPTD PPD CIPUTAT




